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 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 85 TAHUN 2025 

TENTANG 
KUOTA PENANGKAPAN IKAN 

TUNA SIRIP BIRU SELATAN (Thunnus maccoyii) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan 
jenis ikan tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii), 
perlu menetapkan kuota penangkapan ikan tuna sirip 
biru selatan (Thunnus maccoyii); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota 
Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (Thunnus 
maccoyii); 

 
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); 

  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG KUOTA PENANGKAPAN IKAN TUNA SIRIP BIRU 
SELATAN (Thunnus maccoyii). 

 
KESATU : Menetapkan kuota penangkapan ikan tuna sirip biru selatan 

(Thunnus maccoyii) sebesar 1.244.683 kg (satu juta dua 
ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh 
tiga kilogram).
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KEDUA :  Kuota penangkapan ikan tuna sirip biru selatan (Thunnus 
maccoyii) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 
dimanfaatkan untuk periode 1 (satu) tahun musim 
penangkapan ikan pada tahun 2026.  

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Desember 2025 
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
   
 

SAKTI WAHYU TRENGGONO 
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